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BIROKRASI KOMANDO
MINIM KOORDINASI

ATU ungkapan ringkas yang meng-
gambarkan setahun pemerintahan
Prabowo Subianto adalah birokrasi
komando dan minim koordinasi.
Prabowo justru memperlihatkan
watak kepemimpinan yang menggeli-
sahkan: keputusan makin terpusat, komunikasi makin
menyempit pada pejabat tertentu saja, dan koordinasi
ditingkat pelaksana yang makin lamban.

Ini terjadi pada banyak-untuk tidak menyebutnya
semua-program prioritas. Dari makan bergizi gra-
tis yang diwarnai kasus keracunan massal serta kon-
flik kepentingan kepemilikan dapur penyedia, sekolah
rakyat yang dipaksakan tanpa kesiapan fasilitas dan te-
naga pengajar, hingga koperasi desa merah putih yang
rawan politisasi.

Singkatnya, dalam mengejar pelaksanaan program
prioritas, pemerintahan Prabowo tak merencanakan
dengan menyeluruh, sasarannya tak akurat, imple-
mentasinya tambal-sulam, dan evaluasinya asal-asal-
an. Kesan yang muncul adalah pokoknya program ber-
jalan dulu dan jika ada masalah bisa ditangani atau di-
batalkan di kemudian hari.

Matinya ekologi pengambilan keputusan

Para menteri, pejabat tinggi, dan kepala lembaga kini_

harus melalui jalur yang sangat terbatas hanya untuk me-
nyampaikan laporan kepada Presiden. Bahkan lapor-
an itu mesti disaring: mana yang “menyenangkan” atau
tak menggembirakan bagi Presiden. Akibatnya, Presiden
mungkin hanya mendengar laporan yang baik sehingga
tidak peka ketika ada persoalan dilapangan.

Jika situasi ini terus dibiarkan, negara yang ingin
tampil kuat justru akan kehilangan daya dengarnya
dan dengan sendirinya daya koordinasi makin lemah.
Ini penting diperhatikan Presiden Prabowo karena ke-
macetan itu bukan hanya pada jalur laporan, melain-
kan juga seluruh ekologi pengambilan keputusan pe-
merintahan.

Dalam pemerintahan yang demokratis, komunikasi
bukan hanya soal siapa bicara apa, kapan, dan kepada
siapa, melainkan juga soal mekanisme birokrasi mem-
bangun pembelajaran kolektif sebagai mesin peme-
rintahan. Di sinilah birokrasi membangun kemampu-
an membaca situasi, menilai risiko, dan menyesuaikan
arah kebijakan.
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Pada waktu aliran komunikasi tersumbat, kemam-
puan beradaptasi menjadi lenyap. Kebijakan pun ke-
hilangan konteks. Informasi yang seharusnya menjadi
darah yang menghidupi tubuh pemerintahan berubah
menjadi saringan yang menentukan siapa yang boleh
bicara dan siapa yang tidak. -

Kita melihat gejalanya dalam setahun pemerintah-
an Prabowo. Koordinasi lintas kementerian tersendat
dalam berbagai situasi krisis karena kementerian me-
nunggu sinyal politik dan keputusan “dari atas”.

Michel Foucault dalam Discipline and Punish (1975)
dan kuliahnya tentang Security, Territory, Population
(1977-1978) mengingatkan bahwa kekuasaan modern
bekerja bukan hanya lewat paksaan, melainkan juga
lewat pengaturan pengetahuan. Konsep disiplin tidak
selalu berarti perintah, tapi juga mekanisme kontrol
terhadap apa yang boleh diketahui dan dikatakan.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, ketegas-
an menjelma menjadi teknologi kuasa. Ini adalah cara
halus mengatur sirkulasi informasi dan menanamkan
rasa takut akan kesalahan. Para pejabat tak lagi diatur
oleh instruksi keras, tapi oleh ketidaktahuan yang di-
buat terstruktur. Kontrol terhadap pengetahuan akan
mempengaruhi kontrol terhadap tindakan. Kekuasa-
an tak lagi hadir dalam teriakan perintah, tapi dalam
senyap yang membuat semua pejabat berhitung sebe-
lum berbicara.

Fenomenainidisebut Antonio Gramscidalam Prison
Notebooks (1929-1935) sebagai statisme otoritarian,
yakni negara tampak makin kuat di luar tapi melemah
di dalam. Dalam situasi seperti itu, hegemoni negara
bekerja bukan dengan memaksa, melainkan dengan
meniadakan alternatif.

Kesetiaan menjadi nilai tertinggi, menggantikan ar-
gumentasi dan deliberasi. Birokrasi kehilangan otonomi
profesionalnya. Ia tak lagi menjadi arena diskursus kebi-
jakan, tapi sekadar rantai kepatuhan. Negara memang
terlihat kokoh, tapi kekokohan itu rapuh karena bertum-
pu pada keseragaman, bukan konsensus yang hidup. Da-
lam politik seperti ini, masyarakat tidak lagi menjadi sub-
yek yang diajak berpikir bersama, tapi menjadi obyek
yang diatur agar tidak banyak bertanya.

Jiirgen Habermas menawarkan jalan keluar norma-
tif untuk memulihkan rasionalitas publik, yakni mela-
lui percakapan yang terbuka. Dalam masyarakat mo-
dern, komunikasi yang bebas dari dominasi dapat me-
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ngembalikan kemampuan negara berpikir dan belajar
bersama warganya.

Habermas dalam The Theory of Communicative
Action (1981) dan Between Facts and Norms (1992) menu-
lis rasionalitas publik hanya lahir dari percakapan ter-
buka. Legitimasi politik modern tidak bisa diperoleh
semata-mata dari otoritas, tapi dari argumentasi yang
dapat diuji publik. Namun, dalam sistem komunikasi
yang tertutup, kebijakan publik kehilangan ruang uji-
an. Ia tak lagi menjadi hasil perdebatan rasional, tapi
keputusan sepihak yang dibungkus jargon efisiensi.

Gagasan-gagasan Foucault, Gramsci, dan Habermas
ini bukan sekadar teori tentang kekuasaan, hegemoni,
dan komunikasi. Dalam konteks Indonesia hari ini, ke-
tiganya menjadi cermin: tanpa disiplin yang reflektif,
hegemoni yang inklusif, dan komunikasi yang terbuka,
negara hanya akan menjadi ruang gema atas komando
Presiden.

Akibatnya adalah efisiensi yang dijanjikan justru mela-
hirkan kebekuan. Di tengah krisis yang memerlukan res-
pons cepat dan lintas sektor, birokrat memilih diam. Me-
reka menunggu sinyal ketimbang mengambil inisiatif.

Dalam situasi ketidakpastian dan krisis yang amat
mungkin akan kita hadapi, seperti krisis pangan dan
energi, sikap diam ini mematikan. Bukan karena para
pejabatnya tidak kompeten, melainkan lantaran mere-
ka dibentuk untuk tidak berani bertindak sebelum di-
perintah. Menteri menunggu izin untuk melapor dan
kebijakan tertahan karenabelum adarestu. Negarater-
sandera oleh hierarki yang dibangunnya sendiri.

Fokus pada kerja yang berdampak

Sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan yang
efektif tidak selalu yang paling keras memerintah, tapi
yang paling luwes berkoordinasi. Michael Barber, arsi-
tek delivery unit (unit kerja) di Inggris pada masa Perda-
na Menteri Tony Blair, pernah mendalilkan keberhasil-
an pemerintahan terletak pada kemampuannya me-
ngelola data dan informasi, merespons hasil evaluasi,
serta memperbaiki kinerja secara berkelanjutan. Kon-
sep delivery atau kerja yang berdampak bukanlah ten-
tang instruksi, melainkan tentang sistem yang belajar.
Jamembutuhkan mekanisme umpan balik yang hidup,
bukan rantai komando yang beku.

Di Indonesia, gagasan mewujudkan kerja yang ber-
dampak pernah hidup dalam bentuk unit koordinasi
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kebijakan lintas kementerian. Unit khusus ini menja-
diruangtempat data, ide, dan masukan bisa bertemu.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudho-
yono, ada Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh
yang dibentuk setelah bencana tsunami pada 2004.
Yudhoyono kemudian membentuk Unit Kerja Presiden
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
atau UKP4. Lembaga ini menjadi delivery unit pertama
di Indonesia yang langsung berada di bawah presiden.
Tugasnya memastikan janji politik presiden tercapai
melalui program prioritas.

Joko Widodo meneruskan gagasan mengenai kebu-
tuhan delivery unit dengan membentuk Kantor Staf
Presiden. Lembaga ini menjadi mesin koordinasi me-
wujudkan janji politik Nawacita. Sayang, semangat me-
wujudkan kerja yang berdampak itu mulai pudar keti-
ka logika kekuasaan mengalahkan teknokratisme ko-
ordinasi dan pengendalian pembangunan.

Ini terjadi pada periode kedua pemerintahan Joko-
wi. Dia mengedepankan kepentingan politik dan me-
nanggalkan substansi pembangunan. Begitu pula
pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, ketika
komunikasi dimonopoli oleh orang-orang tertentu dan
politik komando diterapkan sehingga membuat aspek
kerja berdampak itu tak bersisa hari-hariini.

Prabowo mesti kembali belajar mendengar. Dia ha-
rus membuka arus komunikasi sehingga arus informa-
si mengalir di pemerintahan sampai ke Presiden tanpa
rasa takut. Prabowo mesti membangun koordinasi de-
liberatif dengan membuka ruang dialog dalam peng-
ambilan keputusan strategis, bukan sekadar komando.

Yang tak kalah penting adalah kepemimpinan ref-
lektif. Pemimpin yang kuat adalah mereka yang tak ba-
nyak mengeluarkan instruksi, tapi yang sabar mende-
ngar berbagai pandangan sebelum memutuskan. Ini
syarat teknis pemerintahan yang efektif menghadapi
kompleksitas persoalan publik.

Pemerintahan modern seharusnya menjadi ruang
belajar, bukan sebagai mesin komando. Di era disrupsi
yang serba cepat, pemerintahan membutuhkan kepe-
kaan dan fleksibilitas—dua hal yang mustahil bisa tum-
buh tanpa komunikasi terbuka. Para pejabat sepatut-
nya tidak takut berbeda pandangan karena perbedaan
justru sumber pengetahuan baru. Sebaliknya, dalam
pemerintahan yang beku, keseragaman menjadi ben-
tuk baru kebodohan kolektif. @
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